
•Sasaran Strategis RPD (Ultimate Outcome):

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 

dan Pengelolaan sumber daya alam

2. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi 

birokrasi

•Indikator Sasaran Strategis RPD (Ultimate 

Outcome):

1. Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)

2. Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi

•Pengampu: 

•Kepala daerah

•Sasaran Strategis Rencana Strategis 

(Intermediate outcome Bidang Urusan):

•Sasaran Strategis Rencana Strategis 

(Intermediate outcome Bidang Urusan):

•Sasaran Strategis Rencana Strategis 

(Intermediate outcome Bidang Urusan):

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya kualitas air,  udara, dan air laut Meningkatnya pengelolaan sumber daya 

hutan

•Indikator Sasaran Strategis Rencana 

Strategis (Intermediate outcome Bidang 

Urusan):

•Indikator Sasaran Strategis Rencana 

Strategis (Intermediate outcome Bidang 

Urusan):

•Indikator Sasaran Strategis Rencana 

Strategis (Intermediate outcome Bidang 

Urusan):

Capaian SAKIP Perangkat Daerah 

(Kategori/Nilai),

Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air 

(IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

•Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: 

Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas

1 2 3A 3B 4 5 6 7 8 8 10 11 12A 12B 12C 12D 13A 13B 13C 13D 14 15

•Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome) •Sasaran Program (Intermediate Outcome)

Meningkatnya Ketercapaian dari Seluruh 

Kegiatan pada Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi

Meningkatnya Kualitas Perencanaan 

Lingkungan Hidup

Meningkatnya pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Peningkatan Pelayanan Laboratorium 

Lingkungan 

Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati

Terkendalinya  Limbah B3 dan Limbah Non B3 Terkelolanya Hutan Adat Meningkatnya keterlibatan Lembaga yang 

terlibat pengelolaan lingkungan hidup 

Meningkatnya peran serta lembaga/kab.kota 

dalam Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha 

terhadap peraturan lingkungan hidup

Terlayaninya  pengaduan terkait pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup 

Peningkatan Penanganan Sampah Meningkatnya Perencanaan dan 

Pemanfaatan Hutan

Menurunnya luas lahan kritis di wilayah kerja 

Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, 

Serang dan Cilegon

Menurunnya luas lahan kritis di wilayah kerja 

Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan 

tangerang

Tersedianya bibit tanaman hutan dan 

produktif yang bersertifkat bagi masyarakat

Meningkatnya kualitas pengelolaan TAHURA, 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di 

Wilayah Prov Banten

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil hutan wilayah lebak dan 

tangerang

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, 

Serang dan Cilegon

Meningkatnya Fungsi Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat 

Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan 

Konservasi Hutan

Meningkatnya Tata Kelola DAS 

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Program (Intermediate 

Outcome):

Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan 

pada Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi

Persentase Dokumen Perencanaan 

lingkungan yang berkulaitas

1. Persentase Pencapaian pencegahan, 

penanggulangan, pemulihan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup

2. Persentase Peningkatan Fungsi 

Laboratorium Lingkungan 

Persentase Peningkatan Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Presentase Pengendalian Limbah B3 dan 

Limbah Non B3

Persentase Pengakuan Keberadaan 

Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan 

Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan 

PPLH

Prosentaase lembaga  masyarakat yang 

terlibat dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan 

yang taat terhadap aturan di bidang 

lingkungan hidup

Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak 

lanjuti

Prosentase Penanganan  Sampah sesuai 

Kewenangan Provinsi

 Persentase pencapaian perencanaan dan 

pemanfaatan hutan

Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 

2.500 hektar per tahun Pandeglang, Serang 

dan Cilegon

Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 

2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan 

tangerang

Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat 

Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke 

masyarakat

Persentase Pengelolaan TAHURA Banten Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan wilayah 

lebak dan tangerang

Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon

Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai  

Penting yang Ditangani Per Tahun

Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan 

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 

per tahun

Persentase Jumlah DAS yang ditangani per 

tahun

•Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program: •Nama Program:

Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Provinsi

Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/ 

atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Dan/ 

atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya 

Dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat 

Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak 

MHA yang Terkait dengan PPLH

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan 

dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup 

untuk Masyarakat

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan dan Izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH)

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 

Hidup

Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Hutan Program Pengelolaan Hutan Program Pengelolaan Hutan Program Pengelolaan Hutan Program Konservasi Sumber  Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya

Program Konservasi Sumber  Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya

Program Konservasi Sumber  Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya

Program Konservasi Sumber  Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya

Program Pendidikan dan Pelatihan, 

Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(DAS)

•Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu: •Pengampu:

Sekertaris Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan 

Hutan

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten wilayah lebak dan 

tangerang

Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan 

Tanaman Hutan

Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya 

Banten

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten wilayah lebak dan 

tangerang

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon

Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 2 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 3 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 4 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 5 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 6 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 7 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 8 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 1 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 2 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 1 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 2 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 3 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 4 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 5 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 1 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 2 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 1 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 2 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 1 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 2 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 1 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): 2 •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): •Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan 

Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset 

Perangkat Daerah

Meningkatnya Layanan Kepegawaian yang  

Sesuai Regulasi

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum 

Perangkat Daerah Sesuai Regulasi

Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Penunjang

Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian 

Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) Provinsi

Terlaksananya Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup

Terlaksananya Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup

Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati Provinsi

Ketercapaian Jumlah dokumen laporan 

Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA 

dan Kearifan Lokal,  Pengetahuan Tradisional

dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 

Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Provinsi

 Terlaksananya Pemberian Penghargaan 

Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 

(Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga 

Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ 

Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam 

rangka PPLH)

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan

Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 

Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian 

Pengaduan Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) Provinsi

Terlaksananya Penanganan Sampah di

TPA/TPST Regional 

Terlaksananya Rencana Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan  Hutan kecuali pada Kesatuan

Pengelolaan Hutan  Konservasi (KPHK) 

Terlaksananya Pemanfaatan Hutan di

Kawasan Hutan Produksi dan Hutan

Lindung

Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil 

Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil 

Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000

m3 /Tahun

Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 

Kawasan Hutan Negara

Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil 

Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000

m3 /Tahun

Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 

Kawasan Hutan Negara

Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil 

Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000

m3 /Tahun

Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 

Kawasan Hutan Negara

Terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) 

Provinsi

Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan 

Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau 

Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES 

(Convension On nternational Trade In 

Endangered Species) untuk Kewenangan

Daerah Provinsi  

Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting, Daerah Penyangga 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam

Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan 

Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau 

Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES 

(Convension On nternational Trade In 

Endangered Species) untuk Kewenangan

Daerah Provinsi  

Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting, Daerah Penyangga 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam

Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting, Daerah Penyangga 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam

Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan 

Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan 

Pemberdayaan Masyarakat  di Bidang 

Kehutanan

Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan DAS 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam 

Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi 

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

•Indikator Sasaran Kegiatan (Immediate 

Outcome):

Persentase Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Yang Disusun

Persentase Realisasi Keuangan Perangkat 

Daerah sesuai Regulasi 

Persentase Aset Perangkat Daerah Yang 

Dikelola dengan Baik

Persentase Pegawai yang Terlayani 

Administrasi Kepegawaiannya sesuai Regulasi

Persentase Administrasi Umum yang Terlayani 

sesuai Regulasi

Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Penunjang yang Terfasilitasi

Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang Terfasilitasi

Persentase ketercapaian Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketercapaian Jumlah Dokumen 

Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Provinsi

Persentase Ketercapaian  Pencegahan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan 

Hidup 

Persentase Ketercapaian Jumlah dokumen 

peningkatan akreditasi pada UPTD Lab 

Lingkungan

Persentase Ketercapaian Jumlah Dokumen 

Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan 

Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium 

Lingkungan Provinsi Banten

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

Persentase Ketercapaian Jumlah dokumen 

laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

Presentase ketercapaian kegiatan 

Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan

Lokal,  Pengetahuan Tradisional dan HakMHA 

yang terkait dengan PPLH 

Presentase ketercapaian kegiatan 

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Provinsi

Persentase Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ 

Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia 

Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya 

dalam rangka PPLH

Presentase ketercapaian kegiatan Pembinaan

dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin

PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah Provinsi 

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di 

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional

Persentase Ketercapaian Jumlah Dokumen 

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan 

Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Konservasi (KPHK)

Persentase Ketercapaian Jumlah Dokumen 

Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan 

Produksi dan Hutan Lindung

Presentase ketercapaian kegiatan 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan 

Kayu (HHBK) 

Presentase ketercapaian kegiatan 

Pelaksanaan

Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan

Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara 

Presentase ketercapaian kegiatan 

Pelaksanaan

Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan

Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun

Presentase ketercapaian kegiatan 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara 

Presentase ketercapaian kegiatan 

Pelaksanaan

Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan

Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun

Presentase ketercapaian kegiatan 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara 

Presentase ketercapaian kegiatan Perbenihan 

Tanaman Hutan 

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) 

Provinsi

Presentase ketercapaian kegiatan 

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang 

Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam 

Lampiran (Append) CITES (Convension On 

nternational Trade In Endangered

Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi

Presentase Ketercapaian Kegiatan 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Presentase ketercapaian kegiatan 

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang 

Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam 

Lampiran (Append) CITES (Convension On 

nternational Trade In Endangered

Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi

Presentase Ketercapaian Kegiatan 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Presentase Ketercapaian Kegiatan 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi 

dan Pemberdayaan Masyarakat  di Bidang 

Kehutanan

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah 

Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

•Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan: •Nama Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah  Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Provinsi

Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkugan Hidup 

Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkugan Hidup 

Penanggulangan  Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan 

Lokal,  Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA 

yang terkait dengan PPLH

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Provinsi

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 

Tingkat Daerah Provinsi

Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan

dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi 

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di 

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan  

Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan 

Hutan  Konservasi (KPHK)

Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan 

Produksi dan Hutan Lindung

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan 

Kayu (HHBK) 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu 

dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu 

dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu 

dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Perbenihan Tanaman Hutan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) 

Provinsi

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang 

Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam 

Lampiran (Append) CITES (Convension On 

nternational Trade In Endangered Species) 

untuk

Kewenangan Daerah Provinsi 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem  

Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang 

Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam 

Lampiran (Append) CITES (Convension On 

nternational Trade In Endangered Species) 

untuk

Kewenangan Daerah Provinsi 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem  

Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem  

Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi 

dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang 

Kehutanan

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah 

Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah 

Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

•Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu

Sekertaris Sekertaris Sekertaris Sekertaris Sekertaris Sekertaris Sekertaris Sekertaris Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan 

Hutan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan 

Hutan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan 

Hutan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan 

Hutan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan 

Hutan

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten wilayah lebak dan 

tangerang

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten wilayah lebak dan 

tangerang

Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan 

Tanaman Hutan

Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya 

Banten

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten wilayah lebak dan 

tangerang

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten wilayah lebak dan 

tangerang

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon

Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon

Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1
•Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

1
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

1
•Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

1
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

1
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 1 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Tersedianya Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 

Sekretariat Daerah yang  tepat waktu

Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah Perangkat Daerah yang sesuai Analisa 

Kebutuhan

Terlaksananya Koordinasi Kepegawaian 

Sekretariat Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Pengadaan Barang milik 

Daerah

Terpenuhinya Fasilitas Komunikasi,  Sumber 

Daya Air dan Listrik

Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas 

dan Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan 

KLHS

Terlaksananya Koordinasi,  Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap 

Media Tanah, Air,  Udara, dan Laut

Terlaksananya Pengambilan contoh uji dan 

pengujian parameter kualitas lingkungan

Tersosialisasinya Pemberian Informasi 

Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Tersusunnya Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati

Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan 

Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 

Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik

Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan 

MHA, Kearifan Lokal,  Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Terlaksananya Penyelengaraan Penyuluhan 

dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat 

Daerah Provinsi

Terlaksananya Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Terlaksananya Pengawasan Perizinan 

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait 

Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan 

Perundang-undangan di bidang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Penerapan sanksi administrasi 

yang menjadi kewenangan provinsi

Terlaksananya Penanganan Sampah pada 

Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan 

provinsi

Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan

Terlaksananya Penyediaan Data dan 

Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan 

Produksi

Terlaksananya Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan 

Menengah untuk akses sumber bahan baku 

(kayu dan/atau HHBK) dan Pasar

Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu 

dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah 

yang menjadi kewenangan provinsi

Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi 

Lahan (RTnRL)

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan 

PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan 

menengah yang menjadi kewenangan provinsi

Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan 

PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan 

menengah yang menjadi kewenangan provinsi

Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih Terlaksananya Pengamanan Kawasan 

TAHURA Provinsi

Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan 

Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak 

Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam 

Lampiran CITES 

Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan 

Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan 

Daerah Provinsi

Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan 

Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak 

Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam 

Lampiran CITES 

Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan 

Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan 

Daerah Provinsi

Terlaksananya Pengelolaan Daerah 

Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting Kewenangan Daerah Provinsi 

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM 

Bidang Kehutanan

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output):

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah sesuai aturan dan tepat waktu
Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan yang tepat waktu

Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah Perangkat Daerah yang sesuai 

dengan Analisa Kebutuhan

Jumlah Laporan Evaluasi Kepegawaian 

Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang terpenuhi

Jumlah Pengadaan Baranng milik Daerah yang 

Terpenuhi

Jumlah Fasilitas Komunikasi,  Sumber Daya Air 

dan Listrik yang Terpenuhi

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan 

Kendaraan Dinas yang Terpelihara

Jumlah KLHS yang disusun oleh 

kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan

Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan 

Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, 

Air,  Udara, dan Laut

Jumlah pengambilan contoh uji dan 

pengujian parameter kualitas lingkungan 

yang dilaksanakan

Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota 

yang Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan 

Kehati yang Disusun

Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin 

Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/ 

Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan 

Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, 

Kearifan Lokal,  Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan 

Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan 

dan Penguatan

Jumlah Masyarakat/Kelompok 

Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang 

Terlibat

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya 

dalam rangka PPLH

Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang 

diawasi

jumlah penerapan sanksi administratif yang 

dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ 

kegiatan yang tidak taat dan menjadi 

kewenangan provinsi

Jumlah sampah pada kondisi khusus yang 

menjadi kewenangan provinsi yang ditangani

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun

Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas 

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di 

Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) 

Provinsi Secara Berkala

Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/ 

atau HHBK) skala Kecil dan menengah 

beroperasi

Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu 

dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah 

dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi 

Adminsitratif

Jumlah Dokumen Rencana Tahunan 

Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)

Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan 

PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala 

usaha kecil dan menengah yang menjadi 

kewenangan provinsi

Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar 

Kawasan Hutan Negara

Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan 

PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala 

usaha kecil dan menengah yang menjadi 

kewenangan provinsi

Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar 

Kawasan Hutan Negara

Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang 

Diterbitkan 

Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan 

Tahura Provinsi

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Jumlah kelompok masyarakat yang 

diberdayakan

Persentase Ketercapaian Kegiatan 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Jumlah kelompok masyarakat yang 

diberdayakan

Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting yang dikelola

Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan 

Peningkatan Kapasitas

Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

•Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan:

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD

Monitoring, Evaluasi,  dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air 

dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Pembinaan Penyelenggaraan KLHS Koordinasi,  Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,  

Udara, dan Laut

Pengambilan contoh uji dan pengujian 

parameter kualitas lingkungan

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 

Masyarakat

Penyusunan dan Penetapan Rencana 

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin 

Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan 

dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan 

Lokal,  Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA 

terkait dengan PPLH

Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye 

Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ 

Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Pengawasan Perizinan Berusaha atau 

Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan 

Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-

undangan di bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penerapan sanksi administrasi yang menjadi 

kewenangan provinsi

Pelaksanaan Penanganan Sampah pada 

Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan 

provinsi

Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan

Penyediaan Data dan Informasi Wilayah 

Usaha di Kawasan Hutan Produksi

Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah 

untuk akses sumber bahan baku (kayu 

dan/atau HHBK) dan Pasar

Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) 

skala kecil dan menengah yang menjadi 

kewenangan provinsi

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi 

Lahan (RTnRL)

Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu 

dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah 

yang menjadi kewenangan provinsi

Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu 

dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah 

yang menjadi kewenangan provinsi

Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Sertifikasi Sumber Benih Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan 

Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau 

Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan 

Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau 

Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan 

Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan 

Daerah Provinsi 

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 

Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang 

Kehutanan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan 

Pengelolaan DAS

•Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pembinaan 

Penyelenggaraan KLHS

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi,  

Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan 

terhadap Media Tanah, Air,  Udara, dan Laut

Kepala Seksi Teknis UPTD Laboratorium 

Lingkungan

Kepala Seksi Mutu UPTD Laboratorium 

Lingkungan

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyusunan 

dan Penetapan Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi 

Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan 

Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan 

Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan 

dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan 

Lokal,  Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA 

terkait dengan PPLH

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan 

Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye 

Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penilaian 

Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ 

Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pengawasan 

Perizinan Berusaha atau Persetujuan 

Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan 

di bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penerapan 

sanksi administrasi yang menjadi kewenangan 

provinsi

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus 

yang menjadi kewenangan provinsi

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan 

Hutan

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyediaan 

Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan 

Hutan Produksi

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi PBPHH 

skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber 

bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pengendalian 

PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan 

menengah yang menjadi kewenangan provinsi

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyusunan 

Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

Kepala  Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

SDH

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala  Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

SDH

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Sertifikasi Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pengelolaan 

Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting Kewenangan Daerah 

Provinsi 

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh 

Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

2
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

2
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

2
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

2
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 2 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Tersedianya Kompilasi Dokumen RKA Tahun 

2026
Terpenuhinya Honorarium ASN Berdasarkan 

Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Pengiriman Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi 

KLHS

Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim 

tingkat provinsi

Terlaksananya Pengoperasian dan 

pemeliharaan alat pemantau kualitas 

lingkungan di Provinsi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang 

lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan 

formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ 

kelompok masyarakat

Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan 

permasalahan Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

Terlaksananya Koordinasi,  sinkronisasi dan 

pemantauan pelaksanaan pengelolaan 

sampah di kabupaten/kota

Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) 

Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu 

dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah 

yang menjadi kewenangan provinsi

Terlaksananya Pemantauan Rencana Kerja 

Operasional Pengolahan Hasil Hutan 

(RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) 

skala usaha kecil dan menengah yang menjadi 

kewenangan provinsi

Terlaksananya Pembinaan dan/atau 

Pengawasan dalam rangka Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan

Terlaksananya Pembangunan Penghijauan 

Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara

Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih Terlaksananya Pemanfaatan Jasa Lingkungan 

TAHURA Provinsi

Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan 

Pengelolaan DAS

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output):

Jumlah Kompilasi Dokumen RKA Tahun 2026 

sesuai aturan dan tepat waktu
Jumlah Dokumen Honorarium ASN 

Berdasarkan Pelaksanaan Tugas ASN 

Sekretariat Daerah tepat waktu

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang terpenuhi

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang 

Terpelihara

Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim Jumlah peralatan pemantau kualitas 

lingkungan di Provinsi yang dilakukan 

pemeliharaan

Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga 

masyarakat/komunitas/kelompok 

masyarakat yang meningkat kapasitas dan 

kompetensinya terkait PPLH

Jumlah pengaduan permasalahan 

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup tingkat Provinsi yang 

ditindaklanjuti/ditangani

Jumlah dokumen hasil koordinasi,  sinkronisasi 

dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan 

sampah di kabupaten/kota

Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam 

pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan

Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang 

PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan 

menengah

Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau 

Pengawasan dalam rangka pengembangan 

Rehabilitasi  Lahan 

Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan 

di Tahura yang Ditindak Lanjuti

Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri 

yang Mengikuti Penguatan dan 

Pendampingan Kelembagaan

Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan 

Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan 

DAS 

•Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Pemantauan dan Evaluasi KLHS Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim 

tingkat provinsi

Pengoperasian dan pemeliharaan alat 

pemantau kualitas lingkungan di Provinsi

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan 

hidup untuk Lembaga pendidikan 

formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ 

kelompok masyarakat

Pengelolaan Pengaduan permasalahan 

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup tingkat Provinsi

Koordinasi,  sinkronisasi dan pemantauan 

pelaksanaan pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota

Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) 

Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu 

dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah 

yang menjadi kewenangan provinsi

Pemantauan Rencana Kerja Operasional 

Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk 

PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan 

menengah yang menjadi kewenangan provinsi

Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam 

rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

Pembangunan Penghijauan Lingkungan di 

Luar Kawasan Hutan Negara

Sertifikasi Mutu Benih Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA 

Provinsi

Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 

Kelompok Tani Hutan

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan 

DAS

•Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pemantauan 

dan Evaluasi KLHS

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi

Kepala Seksi Teknis UPTD Laboratorium 

Lingkungan

N/A Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pengelolaan 

Pengaduan permasalahan Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi,  

sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan 

pengelolaan sampah di kabupaten/kota

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan 

Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau 

HHBK) skala kecil dan menengah yang 

menjadi kewenangan provinsi

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pemantauan 

Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil 

Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan 

HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang 

menjadi kewenangan provinsi

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Sertifikasi Kepala Seksi Pengembangan dan 

Pemanfaatan

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penguatan dan 

Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani 

Hutan

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan 

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan 

DAS

3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 3 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Tersedianya Kompilasi Dokumen Perubahan 

RKA Tahun 2025
Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan 

sesuai Regulasi
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya upaya adaptasi perubahan 

iklim tingkat provinsi

Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium 

Lingkungan Hidup Provinsi

Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove di Luar 

kawasan Hutan

Terlaksananya Pembinaan dan/atau 

Pengawasan dalam rangka Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan

Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggaraaan 

TAHURA Provinsi

Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan 

Perhutanan Sosial

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output):

Jumlah Kompilasi Dokumen Perubahan RKA 

Tahun 2026 sesuai aturan dan tepat waktu
Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan 

Setda sesuai Regulasi

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh 

laboratorium lingkungan

Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan 

yang Direhabilitasi

Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau 

Pengawasan dalam rangka pengembangan 

Rehabilitasi  Lahan 

Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan Jumlah Perjanjian Kerja Sama 

Penyelenggaraan Tahura Provinsi

Luas Kawasan yang Disiapkan untuk 

Perhutanan Sosial

•Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian 

/Verifikasi Keuangan SKPD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim 

tingkat provinsi

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 

Hidup Provinsi

Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam 

rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

Sertifikasi Mutu Bibit Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA 

Provinsi

Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan 

Sosial

•Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi 

Keuangan SKPD

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

upaya adaptasi perubahan iklim tingkat 

provinsi

Kepala Seksi Teknis UPTD Laboratorium 

Lingkungan

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Sertifikasi Kepala Seksi Pengembangan dan 

Pemanfaatan

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyiapan dan 

Pengembangan Perhutanan Sosial

4 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 4
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

4
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

4
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

4 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 4 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 4 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 4 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Tersedianya Kompilasi Dokumen DPA Tahun 

2026
Tersusunnya Laporan Akuntansi Keuangan 

Setda sesuai regulasi

Tersedianya Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya pemantauan kualitas 

Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air,  

Udara, dan Laut

Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove di Luar 

kawasan Hutan

Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih 

dan/atau Bibit

Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan 

Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA 

Provinsi

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output):

Jumlah Kompilasi Dokumen DPA Tahun 2026 

sesuai aturan dan tepat waktu
Jumlah Laporan  Akuntansi Keuangan Setda 

sesuai regulasi

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang terpenuhi

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang terpelihara

Data dan informasi indeks kualitas lingkungan 

hidup (I indeks Kualitas Air,  Indeks Kualitas 

Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas 

Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air 

Laut)

Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan 

yang Direhabilitasi

Jumlah Data (Asal Usul,  Jenis Mutu) Benih Atau 

Bibit yang Beredar

Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui 

Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

•Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan 

Hidup terhadap Media Tanah, Air,  Udara, dan 

Laut

Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan 

Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi

•Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-SKPD 

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

pemantauan kualitas Lingkungan Hidup 

terhadap Media Tanah, Air,  Udara, dan Laut

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Sertifikasi Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

5 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 5
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

5
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

5 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 5 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 5 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Tersedianya Kompilasi Dokumen Perubahan 

DPA Tahun 2025 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 

sesuai regulasi

Terkelolanya Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

Terlaksananya inventarisasi GRK dan 

penyusunan profil emisi GRK

Terlaksananya Pembuatan dan Pengadaan 

Bibit untuk Rehabilitasi Lahan

Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan 

TAHURA

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output):

Jumlah Kompilasi Dokumen Perubahan DPA 

Tahun 2025 sesuai aturan dan tepat waktu
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai 

regulasi

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang terkelola

Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan 

profil emisi GRK

Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk 

Rehabilitasi Lahan

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 

Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) 

yang Ditetapkan

•Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Ahir Tahun SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Pelaksanaan inventarisasi GRK dan 

penyusunan profil emisi GRK

Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk 

Rehabilitasi Lahan

Perencanaan Pengelolaan TAHURA

•Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun 

SKPD

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi 

GRK

Kepala  Seksi Perenihan Kepala Seksi Pengembangan dan 

Pemanfaatan

6 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 6
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

6
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

6 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 6 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Capaian Kinerja Tahun 2025 yang Tepat Waktu
Tersedianya  Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut Pemeriksaan tepat waktu

Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Pelayanan Perizinan berusaha 

berbasis risiko bidang perbenihan tanaman 

hutan

Terlaksananya Pemulihan Ekosistem TAHURA 

Provinsi

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output):

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Capaian Kinerja Tahun 2025 yang Tepat Waktu

Jumlah Laporan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan tepat 

waktu

Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi 

Perangkat Daerah yang terfasilitasi

Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis 

risiko (perorangan dan badan usaha non 

Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan 

pengedaran benih, pengadaan dan 

pengedaran bibit,  serta pengadaan dan 

pengedaran benih dan bibit dalam provinsi

Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan 

Ekosistem

•Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko 

bidang perbenihan tanaman hutan

Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi

•Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pengelolaan 

dan Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Seksi Sertifikasi Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

7 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 7
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

7
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

7 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran tepat waktu

Terkelolanya Penatausahaan Arsip Dinamis 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Penataan kawasan Tahura 

Provinsi

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output):

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran tepat waktu

Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang 

Terkelola dengan Baik

Tersedianya peta blok pengelolaan dan 

penataan wilayah kerja dari Tahura 

berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura 

Provinsi

•Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan:

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan / Triwulan/ Semesteran  SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penataan kawasan Tahura Provinsi

•Pengampu •Pengampu •Pengampu •Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / 

Triwulan/ Semesteran  SKPD

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Seksi Pengembangan dan 

Pemanfaatan

8 •Sasaran Sub Kegiatan (Output): 8
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

8
•Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral Tahun 2025

Tersusunnya Laporan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran tepat waktu

Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput): •Indikator Sasaran Kegiatan (Output):

Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah 

Dikumpulkan tepat waktu
Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran tepat waktu

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

•Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan: •Nama Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral Daerah

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

•Pengampu •Pengampu •Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyusunan 

Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

9 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat 

Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2026

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput):

Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat 

Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2026

•Nama Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu 

dalam Rangka Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

•Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang 

Urusan yang Diampu dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

10 •Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan Renja PD

•Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Outcput):

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain 

Renstra PD dan Renja PD yang disusun sesuai 

aturan dan tepat waktu

•Nama Sub Kegiatan:

Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan Renja PD

•Pengampu

Ketua Tim Teknis Sub Kegiatan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra 

PD dan Renja PD

Provisni Banten

Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI BANTEN

Waw an Gunaw an, S.Sos, M.si

NIP. 19671217 198803 1 006

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 


